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MOTO

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.” (QS. An-
Najm 53:39)

It’s not always easy, but that’s life, be strong because there are better days ahead.
-mark lee-

Let’s walk slowly enjoying every step of the journey. -mark lee-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa
semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana
ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan sayangi:

Ayahanda (Alm) dan ibunda terkasih,

Orang tua tercinta, persembahan luar biasa kepada ibunda terkasih ibu Budi. Terima
kasih telah melahirkan saya, terima kasih telah mempertahankan saya, terima kasih
untuk tidak menyerah merawat saya, terima kasih telah mejadi sosok ibu yang luar biasa
kuat untuk kami semua, terima kasih selama ini selalu mendukung apapun yang menjadi
mimpi dan pilihan hidup saya. Terima kasih tak terhingga untuk semua Do’a baik yang
telah engkau rangkai untuk kemudahan perjalanan saya menumpuh pendidikan ini.
Terima kasih telah menjadi tempat tumpahnya semua air mata saya, terima kasih telah
menjadi motivasi terbesar dalam hidup saya, terima kasih atas segala hal yang telah
engkau lakukan dan engkau berikan kepada saya, terima kasih untuk semua hal yang
engkau korbankan untuk saya. Dan terkhusus untuk Alm. Bapak yang ada di surga
terima kasih telah mengantar saya ke dunia ini walaupun tidak sempat menemani
perjalanan hidup saya. Saya bangga menjadi anak Bapak.

Abang dan kakak tersayang

Untuk abang saya terima kasih telah menjadi abang terbaik untuk saya. Terima kasih
telah mendukung semua mimpi saya, menemani setiap perjalanan menuju semua mimpi
saya. Terima kasih untuk semua hal yang rela engkau korbankan untuk saya. Untuk
kakak saya ucapkan terima kasih atas segala morivasi untuk selalu berjuang, untuk
selalu memperjuangkan hidup ini, harus bisa selalu kuat berdiri diatas kaki sendiri,
harus menjadi lebih baik diantara kalian semua, harus bisa menjadi kebanggaan
keluarga. Terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan. Peluk jauh untuk abang
dan kakak tersayang.
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Pidana dan pemidanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana.
Hukuman yang dijatunkan kepada mereka yang dinyatakan bersalah tergantung pada
sifat penderitaan yang harus dijalani. Sementara sanksi pidana tidak dimaksudkan hanya
untuk menimbulkan kerugian atau pembalasan, bimbingan dan perlindungan adalah
tujuan yang terpenting. Perlindungan di sini berlaku baik bagi masyarakat maupun bagi
terpidana itu sendiri, agar ia menjadi sadar dan menjadi anggota masyarakat yang baik.
Pidana yang sering dijatuhkan pada pelaku kejahatan adalah pidana perampasan
kemerdekaan dalam jangka pendek. Pidana perampasan kemerdekaan makin tidak
disenangi baik dari pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan ekonomis, maupun
pertimbangan filosifis. Sehingga muncul suatu alternatif, yaitu pidana denda. Pidana
denda lebih ditujukan kepada delik harta benda, jika dihubungkan dengan tujuan
pemidanaan. Mencari keserasian antara kerugian yang timbul dari suatu tindak pidana
dengan besar denda yang akan dibayar oleh terpidana serta mempertimbangkan
minimum ataupun maksimum denda dari yang diancam terhadap suatu tindak pidana.
Suatu putusan pemidanaan yang diberikan oleh Hakim dalam perkara pidana akan
memberikan Terdakwa sanksi pidana berupa sanksi pidana pokok yang dapat disertai
dengan sanksi pidana tambahan. Pemberian sanksi pidana dengan tindakan yang sering
dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana adalah pidana denda dengan pidana kurungan
pengganti terhadap pidana denda yang tidak dijalankan. Pidana denda yang apabila
dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap
harta benda. Sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh
suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana.
Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan seksama, minimum maupun maksimum
pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Permasalahan yang juga
harus dipertimbangkan dengan baik adalah faktor yang berhubungan dengan nilai mata
uang. Besarnya pidana denda hampir di semua aturan pidana selalu diutarakan dengan
sejumlah uang. Dengan demikian kelanggengannya pun akan berhubungan erat dengan
nilai mata uang yang berlaku di negara yang bersangkutan tersebut. Menurunnya nilai
mata uang menyebabkan jumlah denda yang diancamkan akan menjadi tidak sesuai lagi,
sehingga dapat dibayangkan besarnya jumlah ancaman pidana denda apabila terjadi
penurunan nilai mata uang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan batas minimum dan maksimum
pidana kurungan pengganti pidana denda dalam hukum positif di Indonesia. Untuk
mengetahui kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana kurungan penganti terhadap
pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Mata Uang.
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Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang
digunakan penulis adalah menggunakan konsep analisis kaidah hukum tatanan yaitu
tentang rumusan pasal pada Undang-Undang Mata Uang khususnya mengenai batas
minimum dan maksimum pidana kurungan pengganti pidana denda. Sesuai dengan sifat
penelitian hukumnya yakni preskriptif analisis maka pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk menganalisis isu
hukumnya menggunakan sumber hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang
teknik pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat
dianalisa dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan sekunder. Kemudian
bahan hukumyang diperoleh diolah dan dianalisa bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Sistem hukum pidana di KUHP mengenal batas minimum dan batas maksimum
pengaturan pidana kurungan pengganti pidana denda seperti yang dirumuskan
dalam Pasal 30 ayat (1) sampai ayat (6). Pada pasal 30 ayat (4) KUHP
menyebutkan bahwa dalam putusan hakim lamanya pidana kurungan pengganti
pidana dendan dapat dilihat dalam Pasal 30 ayat (4), yang menyebutkan dalam
putusan lamanya pidana kurungan pengganti telah ditetapkan secara demikian, jika
besaran dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang dari tujuh rupiah lima
puluh sen, dihitung kurungan sebanyak satu hari, apabila lebih dari tujuh rupiah
lima puluh sen, maka tiap tujuh rupiah lima puluh sen akan dihitung maksimum
satu hari, sama halnya apabila sisanya yang tidak lebih atau kurang tujuh rupiah
lima puluh sen. Sedangkan dalam Undang-Undang Mata Uang Pasal 40 ayat (1)
menentukan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 diganti dengan
pidana kurungan selama 2 bulan.

2. Pengaturan mengenai pidana denda dalam Undang-Undang Mata Uang No.7
Tahun 2011 seperti yang dirumuskan pada Pasal 40 menjadikan pengenaan
terhadap pidana kurungan pengganti pidana denda menjadikan hilangnya nilai
kepastian hukum pada sistem pemidanaan. Pidana kurungan pengganti yang bisa
dijatuhkan hingga 83 tahun tentu sangat jauh dari apa yang telah diatur dalam
KUHP. Dengan begitu diperlukan adanya revisi pada Undang-Undang Mata Uang
mengenai pengaturan pidana kurungan pengganti.
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ABSTRAK

Suatu putusan pemidanaan yang diberikan oleh Hakim dalam perkara pidana akan
memberikan Terdakwa sanksi pidana berupa sanksi pidana pokok yang dapat disertai
dengan sanksi pidana tambahan. Perumusan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan
terhadap tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Peraturan
tentang Hukum Pidana dalam Pasal 10. Pemberian sanksi pidana dengan tindakan yang
sering dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana adalah pidana denda dengan pidana
kurungan pengganti. Pidana denda selalu dikaitkan dengan mata uang. Pentingnya peran
mata uang dan rawannya kejahatan mata uang bagi suatu negara menjadikan alasan bagi
setiap negara untuk membentuk regulasi mengenai mata uang. Regulasi mengenai mata
uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Meskipun telah
diberikan patokan ancaman minimum maupun maksimum pidana denda, namun masih
diperlukan pembahasan tentang penerapan pidana denda tersebut. Sebab akan sangat
berpengaruh besarnya perbedaan antara ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan
dengan besarnya sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan dan akan berpengaruh pada
pidana kurungan pengganti yang akan dijatunkan pada pelaku tindak pidana. Oleh
karena itu penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis mengenai ketentuan hukum
positif mnegenai batas minimum dan batas maksimum pidana kurungan pengganti serta
mengetahui kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana kurungan pengganti pada
Undang-Undang Mata Uang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kajian bahan pustaka.

Sistem hukum pidana di KUHP mengenal batas minimum dan batas maksimum
pengaturan pidana kurungan pengganti pidana denda seperti yang dirumuskan dalam
Pasal 30 ayat (1) sampai ayat (6). Mengatur batas minimum pidana kurungan pengganti
yaitu 1 (satu) hari dan batas maksimum 6 (enam) bulan dan diperberat selama 8
(delapan) bulan jika ada pemberatan. Tidak ada pengaturan mengenai batas maksimum
khusus pada Undang-Undang Mata Uang sehingga perlu revisi untuk memberikan
kepastian hukum pengenaan pidana kurungan pengganti pidana denda.

Kata-Kata Kunci : Pemidanaan, Pidana Kurungan Pengganti, Mata Uang
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